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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR 138 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 08 / HK. 03. 1 -Kpt/ I 3o3 / KPU-Kab I tlr / 2O2 |
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG,

Menimbang a. bahwa dengan dilantiknya Anggota Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Periode

2023-2028, perlu dilakukan pembahan Tim

Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sijunjung;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor I
Tahun 2O15 tentang Pengelolaan dan Pelayanan

Informasi Publik di Lingkungan Komisi

Pemilihan umum Provinsi/Komisi Independen

Pemilih Aceh, dan Komisi Pemilihan

Umum/Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara

serta merta informasi publik yang telah dikuasi

dan didokumentasikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan

KOMISI PEMILJHAN UMUM
IGBUPATEN SUUNJUNG

jdih.kpu.go.id/sumbar/sijunjung



Mengingat
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Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sijunjung Nomor 08/HK.03.1-

Kpt/ 1303/KPU-Kab/lll/2O2I Tentang

Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Sijunjung;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO8 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4869);

2. Undarrg-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O17 Nomor 182, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

6190);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012

tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum Nasional (Iembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan

Informasi Hukum (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1

Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan

Informasi Pubtik di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor O8

Tahun 2OI9 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan

Komisi Pemilihan Kabupaten/ Kota sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
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Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4

tahun 2O21 tentang Perubahan Ketiga Atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor O8

Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi

Pemilihan Kabupaten / Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14

Talrun 2O2O tentang T\rgas, Fungsi, Susunan

Organisasi, darr Tata Keq'a Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

134/Kpts/KPU/Tahun 2O16 tentang Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi

Pemilihan Umum;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor LO/HK.O4/O8/2O22 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan

Informasi Hukum di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197

Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis

Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Sijunjung Nomor 08/HK.O3.1-Kpt/13O3/KPU-

Kablllll202l tentang Pembentukan Tim

Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi

dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung

Nomor O7 Tahun 2022 ten.tang Perubahan Atas

jdih.kpu.go.id/sumbar/sijunjung



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA
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Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Sijunjung Nomor 08/HK.03.1-Kpt/13O3/KpU-

Kabllll/202l tentang Pembentukan Tim
Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi

dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung;

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sijunjung Nomor: 349|PK.OL-

BAll3O3l2O23 tanggal 22 Agustus 2023 tentang
Penetapan Perubahan Tim Pembina JDIH, Tim

Reformasi Birokrasi dan Satuan Ttrgas Unit
Pengendalian Gratfikasi di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung;

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PERUBAHAN

KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR

08 / HK. 03. 1 -Kpt/ 1 303 / KPU-Kab / ttl I 2o2 t TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI

HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG.

Menetapkan Perubahan Tim Pembina dan Tim

Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Sijunjung sebagaimana tercantum dalam l.ampiran

Keputusan yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU, mengubah Lampiran Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor O7

Tahun 2022 tentatg Perubahan Atas Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung

Nomor 08/HK.03.1-Kpt/ 13O3/KPU-Kab/Ill I 2O2I

tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis
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KETIGA

KEEMPAT

Salinan sesuai aslinya

PUTRA

*
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Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Sijunjung yakni mengubah angka l,2,3,4,5,6, Z,

8 dan 9 Susunan Keanggotaan Tim Pembina dan Tim

Teknis Jaringan Dokumentasi dal Informasi Hukum

di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Sijunjung.

Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkan

Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sijunjung.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 22 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG,

DORI KURNIADI

ttd

MISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG
Hukum dan Sumber Daya Manusia,

d/
S
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR I38 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR O8/HK.O3. l-
Kpt/ l3O3/KPU-KabltItl2O2r TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI

HUKUM DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SIJUNJUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIJUNJUNG,

Salinan sesuai dengan aslinya
OMISI PEMILIHAN UMUM
UNJUNG

ttd

No Nama Kedudukan
Dalam Tim Jabatan

I Dori Kurniadi, S.Pd. Tim Pembina Ketua

2 Bayu Agung Perdana, S.IP. Tim Pembina
Ketua Divisi Hukum dan

Pengawasan

J Juni Wandri, S.H., M.Kn. Tim Pembina

Ketua Divisi Sosialisasi,
Pendidikan Pemilih, Partisipasi
Masyarakat dan Sumber Daya

Manusia

4 Ria Meilani, S.Pd.
Ketua Divisi Perencanaan, Data

dan Informasi

5 Susila Andica, S.Sos.I. Tim Pembina
Ketua Divisi Teknis

Penyelenggaraan

lrzal Zamzanri, S.Sos., M.Si. Tim Pembina

7 ZamriE.ka Putra, S.H., M.H. Tim Teknis
Kepala Sub Bagian Hukum dan

Sumber Daya Manusia

8 Randa Iolanda Putra, S.H.
Penyusun Bahan Penyuluhan

Hukum

9 Hasbi Sonta Dwi Putra, S.H. Tim Teknis
Analis Penegakan Integritas dan
Disiplin Sumber Daya Manusia

Aparatur

ala S Hukum dan Sumber Daya Manusia,
DORI KURNIADI

Tim Pembina

6. Sekretaris

Tim Teknis
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